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ABSTRAK 

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mana di gunakan untuk menyebut 

seseorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di emperan toko, trotoar dengan mengunakan 

alat dagang lapak ataupun gerobak. Di Indonesia hampir setiap hari kita dapat menjumpai pedagang kaki lima 

baik pedagang kaki lima yang berada di emperan toko maupun trotoar. Di Kota Banjarmasin terdapat banyak 

pedagang kaki lima yang menjajakan jualannya di tempat-tempat yang dilarang seperti di pinggir jalan, bahu 

jalan, di atas trotoar, dan di pinggir jembatan. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu 

bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin dan apa saja faktor-faktor penghambat 

dari implementasi penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis 

empiris, yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Banjarmasin dan Pedagang Kaki Lima. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah dengan 

teknik editing, deskriptif, dan matrik. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis 

kualikatif secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Penegakan Hukum Terhadap 

Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota 

Banjarmasin belum terlaksana secara optimal, dikarenakan masih terlihat pedagang yang melanggar aturan 

dengan berjualan di tempat yang dilarang. Kendala yang dialami adalah miskomunikasi antara Satuan Polisi 

Pamong Praja dengan SKPD terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima seperti Dinas Koperasi, 

dan juga kendala yang berasal dari masyarakat seperti kurangnya kesadaran hukum, ekonomi tertinggal, 

pendidikan rendah, dan melawan ketika ditertibkan. 

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pedagang Kaki Lima, Satpol PP Banjarmasin 

 

 

ABSTRACT 
Street vendors (PKL) are people's economic activities which are used to refer to someone (trader) who 

sells goods or food in overhang shops, sidewalks by using stalls or carts. In Indonesia, almost every day we can 

find street vendors, both street vendors who are in overhangs or sidewalks. In the city of Banjarmasin there are 

many street vendors selling their wares in places where it is prohibited, such as on the side of the road, on the 

side of the road, on the sidewalk, and on the edge of the bridge. This research is focused on two formulations of 

the problem, namely how to implement law enforcement against Regional Regulation Number 26 of 2012 

concerning Management and Empowerment of Street Vendors in the City of Banjarmasin and what are the 

inhibiting factors of implementing law enforcement against Regional Regulation Number 26 of 2012 concerning 

Management and Empowering Street Vendors in the City of Banjarmasin. This research is an empirical 

sociological research, which is qualitative in nature. The population of this research is Civil Service Police Unit 

Officers of Banjarmasin City and Street Vendors. The sampling technique used is purposive sampling. Data 

collection techniques used observation, interview, and documentation techniques, which were then processed 

using editing, descriptive, and matrix techniques. The data obtained in this study were analyzed by descriptive 

qualitative analysis. The results of this study indicate that the Implementation of Law Enforcement Against 

Regional Regulation Number 26 of 2012 Concerning the Management and Empowerment of Street Vendors in 

the City of Banjarmasin has not been carried out optimally, because traders are still seen violating the rules by 

selling in places where it is prohibited. The obstacles experienced were miscommunication between the Civil 

Service Police Unit and SKPD regarding the arrangement and empowerment of street vendors such as the 

Cooperative Service, as well as obstacles originating from the community such as lack of legal awareness, 

underdeveloped economy, low education, and resistance when it comes to order. 

Keywords: Law Enforcement, Street Vendors, Banjarmasin Satpol PP 
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